BAB I
PENDAHULUAM
1.1 Latar Belakang Masalah

Perubahan iklim telah menjadi isu strategis dalam dinamika politik
global. Urgensi tersebut dinyatakan oleh Andrew dalam tulisannyn (Hurrell
& Kingsbury 1992) yang menjelaskan terkail transformasi kepentingan
politik internasional saal ini mengarah. pada integrasi antars masalah
lingkungan dengan : m Mﬂ—npn penelitian terdahulu
menyatakan Hﬁ]‘iﬁ'p-kﬁlﬂm demokrasi dan upaya miligasi perubahan
iklim saling momhtn:lﬂmmna lamn (Congleton 1992; WNeumayer 2001;
Carayannis, Campbell & Grigoroudis 2021), Pemyiitasn tersebut didukung
“oleh komitmen negar demokrasi se_]nuh-ﬁ-."mg'% buat dalam wpaya
mitigasi perubahan iklim, dibandingkan rezim non-demokmtis (Congleton
1992; I'c:rvll.k.ma 2018}

Pickering dalam penelitionnya (Pickering ef al. 2022 Juga
‘mendukung terkait hal tersebut babwa proses dan imstitusi demokrasi pada
w:ﬁn]n tetap penting untuk menjamin perlindungan iklim. Azhar
menyatakan bahwa adopsi terhadap prinsip partisipasi, transparansi, dan
inklusivitas sangat penting dalam mencapai keadilan lingkungan ( Azhar et
al "UJL Keadilan lingkungan yang dimaksut terkait hak untuk
berpartisipa dﬂm hﬂﬁﬁm yang hamus  dilakukan masyarakat
:m melalui proses pengambilan tﬂﬁﬂrm yang terbuka dan
transparan { Stirling 2008),

Dapat dilihat dari pengalaman negars seperti Finlandia dan Swedia yang
mengintegrasikan EDGS poin Ifrtemebl.rt “dan mampu menunjukan

komitmen iklim yang serius melalui berbagai capaian nvata. Kedua negam

menunjukan keberhasilan dalam penangonan iklim melalui lembaga yvang

inklusif dengan mekanisme partisipasi masyarakat sebagai instrumen utama

dalam mendukung pencapaian targel iklim nasional (Block et al. 2024)

(Koskimaa, Rapeli & Hiedanpida 2021), Tidak dapat dipungkiri, berbagai

bukti tersebul menunjukan bahwa bentuk lembaga yang inklusif dan
!



demokratis dalam tata kelola iklim tentu saja memperkuat permnyataan
bahwa penanganan krisis iklim dan prinsip demokrasi saling mendukung

satu sama lain.

Partisipasi sosial telash menjadi bagian mendasar dan proses
pembangunan berkelanjutan, seperti yang telah ditekankon pada Konferensi
Rio de Janerio (1992) dan Johannesburg (2002} (Braun 2010). Selain itu
Konvensi -%:Lrhw. yang dmdqﬁ-:mkhhun 1998 oleh negara angpota
UNECE, “felah menetapkan instrumen hukum yang secara resmi

memberikan akses terhadnp hak partisipasi sosial ﬁﬂlﬁuﬂllﬂn lingkungan.
Hal htwhutmm.mnn jelas bohw, pld:t :&!dmyn rezim iklim
global cenderung mengadopsi legitimasi mwm prinsip-prinsip
'demokratis dalam tats kelola iklim {Stevénson ithyﬂ-ﬂﬁl...].

Respon global dalam mengatasi permasalahan ikﬁm kemudian
ﬁmmm dalam  Swxtainable Development Grﬂx [E[x'g} ‘jlng
.hn:urmmﬂ pada keberlanjutan iklim. Menurut UNECE, pembangunan
' ; ”'_ harya dapat dicapai melalui partisipasi d.mukunlnﬁlh& yang
w demokrasi. Hal tersebut diksrensksn inta kelola vang
demokratis dopat disesunikan dengan nilai-nilai keadilon lngkungan
(UNECE) yang sangat erat kaitannya dengan hak partisipasi publik dalam
rezim demokratis (Stephens & Bullock 2000,

Hal tersebul sejalan dengan poin SDGS ke 16 vaitu "Peace, Justice,
WMMWMMMWn membangun bentuk
lembaga yang inklusif dulammmgkdmn]utm iklim, Poin ini
berkailan erat dengan prinsip kelembagsan imklusif dengan tujuan untuk
mencapal keadilan lingkungan dari segi partisipasi, akuntabilitas, dan

transparansi yang memiliki relevansi eral dengan prinsip demokrasi.
Meskipun poin SDGs ke 16 menekankan prinsip tata kelola inklusif
mencakup partisipasi publik, transparansi, dan akuntabililas sebagai
prasyarat dalam mencapai pembangunan berkelanjutan, namun berbeda
dengan  Singapura  yang mengadopsi  pendekatan  kontradiktif
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dalam Singapore Green Plan 2030 (SGP2030). Intemnalisasi SDGs tidak
sepenuhnya diadopsi kedalam lima pitar utama Singaperre Green Plan 2030
(2021}, karena secara eksplisit mengabaikan prinsip inklusivitas pada poin
6. Melalm Simgopore Green Plan 2030, pemerintah Singapura hanya
memusatkan kendali kebijakan lingkungan pada lima kementerian tanpa
mekanisme partisipasi publik dan trinsparansi,

Fenomens knntmdﬂm mi menimbulkan  perdebatan  terkait
legitimasi mlim'. global yang ﬂ'ﬂ.lk .ﬁﬂjﬂm dengan pendekatan iklim
Emgapﬂ.» Hal terwm lebih 'Innjh:l:m literatur tentang tata
kelola ﬁimWwMﬂm hﬂhwn '_kebﬂlhlﬁ iklim yang tidak
inklusif hﬂn:ﬁu at sipil dan kegagalan
n:lplem:nl:m sosuai d:ng:m komitmen |I:Ii!i"(m-ﬂ'ﬂ 2008). Dipertegas
,nlEhMﬂssey (Massey 2022) yang menyatakan bahwa “fidak satu pun dari
IT poin SDGs lainnys dapat dicapai tanpa koordinasi Mrﬂlﬂhﬂaﬂn

m poin 16 don 17, karens i adaloh inti dari administrasi yphﬂi yang
efektif dan penyediaan tata kelola yang baik".

Apomali veng sanpst kontras ind kemodisn  mamunculkan
pertanyaan mengapa terdapat eksklusi prinsip inklusivitas SDGs poin 16
| yang mencakup transparansi, n.hmtuhlhlas,dmm dulm.‘i‘mgupuu
Gm,ﬂ_f’ign 2030}, Fenamana ini cukup unik untuk dikaji | hm:m eksklusi

prinsip inklusivitas SDGs pain 16 tersebut secar jelas memumjukan bahwa

ﬁwu menolak segala hal yang dapat mengintervensi bentuk
pemenmahannya. Dlsampmg iti, Il:nm Singapura tersebut berhasil

membantah pemylaul. mﬁ&m m demokrasi dan upaya
mitigasi iklim dalam tata h:ell:fla llnglcungun vang saling mendukung satu
sama fain.

Oleh karenn itu, penelitian ini akon berfokus untuk mengkaji

fenomena adanya eksklusi prinsip inklusivitas SDGs poin 16 yang

mencakup transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam Simgapore

Green Plan 2030. Penulis akan menjowab pertanyaan tersebut meelalui

kaijan terhadap faktor-faktor vang melatarbelakangi tefadinya fenomena
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tersebut dan bagaimana Singapura mampu memobilisasi kebijokan iklim
dalam Singaproe Green Plan 2030, tanpa melibatkan prinsip inklasivitas.
Konsep norm localization akan digenakan sebagai kerangka stama untuk
membantu penulis dalam mengkaji fenomena tersebut melalw proses
lokalisasi norma SDGs kedolam kebijakan domestik, yailu inisiatif
Singapore Green Plan 20340,

1.2 Rumusan M:;ilh.h / F:ﬂl.u’mm
Pﬂfm mendasar mmmyﬂﬂ acuay dalom penelitizn ind
adalsh: mengapa prinsip inklusivitas SDGs pain 16, yang mencakup
transparnnsi, skunibilitas, III:I'I partisipast  diekskius dalam Singapore
1.3 Tujnan Penelitian
N Penclitian ini bertujusn untuk mengkal Aetkait hegkiiinca bisa
terjadi  fenomena cksklusi prinsip inklusivitas SDGs poin 16 terkait
partisipasi, akuniabilitas, dan trnsparansi dalam Singapore Green Plan
ﬂﬁh’:ﬁkmr—rﬂmr apa saja yang melstarbelakang: terjadimya ;ﬁ'_'g_l'iimena
tersebut. Penelitian ini lebih lanjut akan mengkaji terkait otoritatianisme
okblogis ala Singapira dalam memobilisadd, Webainkah Uity melalui
Singapare Green Plan 2030 untuk mencapai keberfanjutan hngkungan,
- meskipun melalii pendekatan yang bersifut top-down dun sentraistik.
Dengan menggunakan perspekiif darh teofi norm lacalization,
penelitian i bertujuan untuk mengeksplorasi dinamika lokalisasi norma
terhadap fenomena eksklusi SDGs poin lﬁm&nmk kelembagaun yang
inklusif dalam integrasi Singapere Green Plan 2030.
1.4 Manfaat Fenelltian
I. Manfaat Teoritis
Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis
dalam memahami varian tata kelola iklim di luar prinsip inklusivitas
sebagal prasyarat utama untuk mencapai keberlanjutan lingkungan.
Dengan menawarkan sudut pandang alternatif dalam tata kelola iklim
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global berdasarkan perspektif morm localization, hal tersebut akan
menjadi variasi menarik dari tulisan ini.

Kajian ini akan membantu memahsmi dinamika lokalisasi atau
penerimaan SDGs sebagni norma global yang kemudian diadaptasi
dalam Singapore Green Plan 2030 sebagai norma lokal, Hal tersebut
pada akhirnya perlu dilakukan agar karokieristik norma lokal tetap
dipertahankan dengan proses penyesuuian untuk mencapai target iklim,
tanpa m@mkﬂﬁnwxnng ada sebelumnya,

: Tmm im berkontribusi praktis mrhadqr proses pembuatan
kebijakan iklim melalui berbagai variasi pendekatan {klim. Oleh karena
i, stwdi i dapat dijadikan referensi altematif. sebapai bahan
pertimbangan maupun analisis terhadap kehﬁlhu]lﬁﬂ;ﬂﬂm konsep
warm localization di suatu negara. Hal tersebut tentu saja diharapkan
dapat meningktkan efektivitas diplomasi iklim, terutama bagi negara
otoriter seperti Singapura dalam mewujudkan komitmen iklim global.
1.5 Sistematikn Fenulisan
Dalam penelition  ini, Tancangan sm#ih Fﬂﬂﬁm akan

diumikan kedalam lima bab yang terdiri dari sub bahassm masing-

masingnya. Berikut adalah gambaran besar pada setiap babaya:

. ﬁuinitmhug latar belakang mnﬂhh.Musan masalah atau
pertanyaan iﬁ-&!l‘:léli.!..i.:ﬂ.l.].‘ tujusn dan manfiiat penelitian, serta sistematika
penulisan. Bab ini merupakan bagian owal dari sebuah Karya ilmiah untuk
mengantar pemhn;:a kﬂdﬂlﬂ.l’l‘l topik penel.irj.an. .;nartu membantu pembaca

pet

dalam memahami konteks dan urgensi dari penelitian.
BAB Il TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tentang tinjauan pustaka yvang membahas seputar landasan

konseptual stau landasan teoritis dan berbagsi penelitian terdzhulu vang
memiliki relevansi terhadap topik penelitian dan kerangka berpikir.

BAB I METODOLOGT PENELITIAN
l;




Berisi tentang metode atau teknik penelitian yang digunakan,
dimulai dari jenis penelitian. teknik pengumpulan data, serta teknik
menganalisis data.

BAB IV PEMBAHASAN

Berisi terkait pembahasan dan analisis sebagai hasil dari penelitian
dan menjadi bagian paling penting dalam penelitian, karena menyajikan
ol ol &l prinsip inkliivitos SDGs poin 16 yang




	Revisi_Bab 1_21.95.0317_1757994001_001.pdf (p.1)
	Revisi_Bab 1_21.95.0317_1757994001_002.pdf (p.2)
	Revisi_Bab 1_21.95.0317_1757994001_003.pdf (p.3)
	Revisi_Bab 1_21.95.0317_1757994001_004.pdf (p.4)
	Revisi_Bab 1_21.95.0317_1757994001_005.pdf (p.5)
	Revisi_Bab 1_21.95.0317_1757994001_006.pdf (p.6)

